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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan belanja negara cenderung selalu mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Oleh karena itu, negara memerlukan sumber pendapatan untuk membiayai
keperluan negara. Pendapatan negara ditahun 2014 sebesar 1.537,2 triliun dan 1.143,3

triliun  diantaranya berasal dari pajak (www.kemenkeu.go.id). Hal tersebut

menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam
negeri. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang
dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Pembenahan pada sektor pajak terus dilakukan oleh pemerintah untuk
memaksimalkan penerimaan negara. Pembenahan dilakukan dari waktu ke waktu
dengan tujuan agar kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan semakin
sempurna sehingga pendapatan negara dari sektor perpajakan semakin besar. Salah
satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Suprianto (2011) menyatakan bahwa PPN adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan

atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean
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yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Adapun objek PPN
antara lain (Waluyo, 2011):
1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 tarif PPN yang
berlaku atas penyerahan BKP dan/atau JKP adalah sebesar 10% (sepuluh persen),
sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP Berwujud dan/atau Tidak Berwujud, dan
ekspor JKP sebesar 0% (nol persen). Cara menghitung PPN yang terutang adalah
dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah harga jual, nilai penggantian, nilai impor,
nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
(Murtopo, 2010).

Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap PKP yang melakukan
penyerahan BKP atau ekspor BKP dan untuk setiap penyerahan JKP yang dilakukan

di dalam daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak dilakukan ketika terjadi penyerahan
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BKP, oleh sebab itu setelah perusahaan melakukan pengiriman, perusahaan selain
menerbitkan sales invoice juga harus menerbitkan Faktur Pajak.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 Faktur Pajak adalah bukti
pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
BKP atau penyerahan JKP. Bukti atas pungutan pajak tersebut menjadi Pajak
Keluaran bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang
nantinya harus disetor dan dilaporkan oleh PKP. Sebaliknya, bagi perusahaan yang
dipungut PPN atas penerimaan BKP atau JKP bukti atas pungutan pajak itulah yang
menjadi Pajak Masukan. Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1
no 24 dan 25 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau
perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak
Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor
Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau
ekspor Jasa Kena Pajak.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib
pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menyediakan aplikasi yang

dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT
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dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pandiangan, (2008) menjelaskan yang
dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.
Aplikasi e-SPT dibuat dengan tujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak Badan
dalam melaporkan SPT Masa PPN.

Peningkatan kualitas tidak hanya terjadi pada pelayanan perpajakan saja,
tetapi juga penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) didalam proses akuntansi.
SIA adalah kumpulan data dan prosedur pemrosesan yang menciptakan informasi
untuk penggunanya (Bagranoff et al., 2008). Salah satu proses yang dilakukan oleh
SIA dalam mengolah source documents menjadi laporan keuangan adalah membuat
jurnal. Menurut Mulyadi (2001) jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang
pertama digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Jenis jurnal yang
biasanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar adalah sebagai berikut

(Mulyandi, 1993) :

=

Jurnal penjualan;

2. Jurnal pembelian;

3. Jumal penerimaan kas;

4. Jurnal pengeluaran kas; dan

5. Jumal umum.

Proses pencatatan transaksi memiliki langkah-langkah yaitu menganalisa

setiap transaksi dan efeknya terhadap akun-akun, memasukkan informasi transaksi ke
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dalam jurnal, dan memindahkan informasi dalam jurnal ke dalam buku besar

(Weygandt et al, 2013). Mulyadi (2001) buku besar merupakan kumpulan rekening-

rekening yang digunakan untuk menyotasi dan meringkas informasi yang telah

dicatat dalam jurnal. Buku besar dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu:

1. Buku besar utama: kumpulan akun-akun yang sejenis yang telah dicatat dalam
jurnal khusus maupun jurnal umum.

2. Buku besar pembantu: buku besar yang berisi rincian dari akun tertentu yang
terdapat dalam buku besar utama.

Hall (2008) menyatakan siklus akuntansi terdiri dari revenue cycle,
expenditure cycle, dan conversion cycle. Sementara menurut Bagranoff et al. (2008)
dua proses bisnis inti yang paling umum untuk kebanyakan bisnis adalah penjualan
dan pembelian. Penjualan dan pembelian merupakan aktivitas dari siklus pendapatan
dan siklus pengeluaran. Siklus pendapatan merupakan proses mengumpulkan,
mengelompokkan, dan menyajikan data penjualan, baik penjualan kredit maupun
penjualan tunai. Pada siklus pendapatan terdapat empat aktivitas dasar bisnis, yaitu:
pesanan penjualan, pengiriman barang atau jasa ke pelanggan, penagihan dan piutang
usaha, dan penerimaan kas dari pembeli. Tujuan utama siklus pendapatan adalah
menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang
sesuai, Krismiaji (2002).

Siklus pengeluaran adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan

barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang
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berkaitan. Pada siklus pengeluaran terdapat 3 aktivitas dasar, yaitu: memesan barang
persediaan atau jasa yang dibutuhkan, menerima dan menyimpan barang persediaan
atau jasa, dan yang terakhir membayar atas pembelian barang persediaan atau jasa.
Tujuan dari siklus pengeluaran adalah meminimalkan biaya total, memperoleh dan
memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh

suatu organisasi (Romney & Steinbart, 2011).

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan dengan maksud agar mahasiswa dapat memperoleh
pelatihan dan pengalaman nyata dari dunia kerja, Mahasiswa akuntansi yang nantinya
akan terjun ke dunia profesi akuntan akan dituntut untuk memiliki ilmu dan
pengalaman yang baik agar siap bersaing. Untuk membantu mahasiswa menjalani
persaingan tersebut, Universitas Multimedia Nusantara mengadakan progam magang
bagi mahasiswa agar siap terjun ke dunia kerja.

Tujuan dari kerja magang yaitu agar mahasiswa memiliki kemampuan secara
profesional untuk:

1. Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja,
terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan perusahaan jasa dengan bekal
ilmu yang telah dipelajari di kampus.

2. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui pengaplikasian ilmu

akuntansi dan perpajakan perusahaan jasa.
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3. Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja terutama dalam bidang akuntansi
dan perpajakan perusahaan jasa.

4. Link and match pengetahuan yang telah dipelajari di kampus dengan dunia kerja.

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang

Kerja magang dilakukan mulai tanggal 3 Agustus 2015 hingga 30 September 2015 di
PT Bintang Mandiri Konsultama yang beralamat di Ruko Melati Mas Square Blok
A2 No. 26, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jam kerja selama kerja magang
dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan
pukul 17.00.

Prosedur pelaksanaan kerja magang menurut Buku Panduan Kerja Magang
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara
dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, dan tahap
akhir.

1. Tahap Pengajuan
a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang
sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan
kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program

Studi

b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi
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c. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen Program Studi yang
bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang

d. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi

e. Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat
Pengantar Kerja Magang

f. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang
bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang
ditujukan kepada Koordinator Magang

g. Memperolen Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang,
Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja
Magang.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Sebelum melaksanakan Kerja Magang, mahasiswa diwajibkan untuk
menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang diwajibkan sebagai pembekalan.
Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika tidak
dapat memenuhi ketentuan kehadiran  tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan pinalti dan tidak
diperkenankan melaksanaan praktik kerja magang di perusahaan pada
semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan

magang pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Tax And..., Felix Aryanto, FB UMN, 2017



b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat
petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk
didalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah
adalah sebagai berikut:

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi
mahasiswa dalam perusahaan

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan
prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); analisis
kelemahan dan keunggulan (sistem prosedur, dan efektivitas administrasi
serta operasional, efisiensi penggunaan sumber data, pemasaran perusahaan,
keuangan perusahaan)

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara
presentasi dan tanya jawab.

c. Menemui dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh Ketua Program Studi
Akuntasi untuk pembekalan secara teknis. Kerja magang dilaksanakan dengan
Pembimbing Lapangan yaitu Bapak Herwin Dwi Firmansyah.

d. Mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat
pelaksanaan Kerja Magang.

e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai
dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh

Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan
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pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami
adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan

dengan terapan praktisnya.

3. Tahap Akhir

a. Setelah Kerja Magang diperusahaan selesai, temuan serta aktivitas yang
dijalankan selama kerja magang dituangkan dalam laporan kerja magang
dengan bimbingan Dosen Pembimbing Kerja Magang

b. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur
Laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan
permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapatkan
pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
Laporan Kerja Magang - diserahkan kepada Pembimbing Lapangan dan
meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja
magang

d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait

dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang
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e. Hasil penilaian yang sudah diiisi dan ditandatangani oleh Pembimbing

Lapangan di perusahaan dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa yang

bersangkutan tela dikirm secara langsung kepada

oordinator Kerja

laporannya
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